
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun . 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
ProvinsiJawa Barat (BeritaNegaraTahun 1950)sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor2851);

-;
: a. bahwa: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 45
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata KerjaSekretariat
Daerah Kabupaten Garut;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Garut
Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali
dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah;

BUPATI GARUT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 142 TAHUN 2019

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT

Mengingat

Menimbang



Pasall
DalarnPeraturan Bupati ini yangdimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerab KabupatenGarut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang
Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945.

3. Pemerintab Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadikewenangandaerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalab unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRDdalam
penyelenggaraanurusan pemerintahan yangmenjadi kewenanganDaerab.

S. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

6. Bupati adalah Bupati Garut.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah KabupatenGarut.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenGarut.

BABI

KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SEKRETARlAT DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tabun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerab Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerab Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerab Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
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Pasa13
(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan,

pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan
administrasi pemerintahan, mengelola sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana serta sarana pemerintahan daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
SekretarisDaerahmempunyaifungsi:
a. pengkoordinasianperumusan kebijakanPemerintahDaerahKabupaten;
b. pengkoordinasianpelaksanaan tugas PerangkatDaerahKabupaten;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten

Kabupaten;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

instansi DaerahKabupaten;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas SekretarisDaerah adalah sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja

berdasarkan kebijakanPemerintahDaerahKabupaten;

Baglan Kedua
Sekretaris Daerah

Pasa12
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh

seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(2) Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan OrganisasiPerangkatDaerahKabupatenGarut.

(3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Peraturan Bupati Garut Nomor139 Tahun 2019 tentang Perubahan
KeduaAtas Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan OrganisasiPerangkatDaerahKabupatenGarut.

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

9. K~lo~pok Jabatan Fu~gsional adalah Kelompok PegawaiNegeriSipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenangdan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenanguntuk melaksanakan kegiatanyang didasarkan pada keahlian
atau keterampilan tertentu serta bersifatmandiri.
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b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan visi dan misi daerah serta visi dan misi Bupati;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran, pengelolaan,pelayanan, pengendalian dan pelaporan dalam
lingkup:
1. urusan pemerintahan daerah;
2. keuangan daerah;
3. barang milikdaerah;
4. pemerintahan umum;
5. pembangunan daerah; dan
6. fungsi pemerintahan daerah lainnya.

d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati dan penyempumaan
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan;

e. mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Staf
Ahli,Asisten dan KepalaPerangkat Daerah Kabupaten melalui rapat-rapat
intem darr/atau petunjuk langsung untuk keterpaduan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

f. membina para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
serta staf dan para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk
peningkatan kualitas dan karier aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten;

g. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan tugas dengan
instanst/Iembaga terkait baik teknis maupun administratif, untuk
keserasian dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah Kabupaten;

h. mengevaluasipelaksanaan tugas para bawahan sebagai bahan pembinaan
serta upaya tindak lanjut;

i. mengendalikancapaian kinerja organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
J. mengendalikan upaya peningkatan standar mutu pelayanan Pemerintah

Daerah Kabupaten;
k. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis, berkala atau

sesuai kebutuhan kepada Bupati;
1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

(4) Sekretaris Daerah, membawahkan:
a. AsistenPemerintahan dan KesejahteraanRakyat;
b. AsistenEkonomidan Pembangunan;
c. AsistenAdministrasiUmum;dan
d. KelompokJabatan Fungsional.
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d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten
di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sarna;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten
terkait pencapaian tujuan kebijakan, darnpak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
tata pernerintahan, hukurn, kesejahteraan rakyat dan kerja sarna yang
berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Asisten Pernerintahan dan KesejahteraanRakyat adalah sebagai
berikut:
a. menyelenggarakanpenyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

tata pernerintahan,hukurn dan kerja sarna;
b. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah

Kabupatendi bidangkesejahteraan rakyat;
c. menyelenggarakanpengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah

Kabupaten di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat
dan kerja sarna;

d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
DaerahKabupatendi bidang tata pernerintahan,hukurn dan kerja sarna;

e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakandi bidangkesejahteraan rakyat; dan

f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai denganbidang tugasnya.

Pasa14
(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, rnernpunyai tugas rnernbantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakanDaerah Kabupatendi bidang
pemerintahan, hukum, dan Kerja Sama, dan pengoordinasian penyusunan
kebijakan Daerah Kabupaten di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan
tugas PerangkatDaerah, dan pernantauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupatendi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukurn
dan kerja sama.

(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),Asisten
Pemerintahandan KesejahteraanRakyatmempunyaifungsi:
a. penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang tata pemerintahan,

hukurn dan kerja sarna;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

kesejahteraan rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten

di bidang tata pemerintahan, hukurn, kesejahteraan rakyat dan kerja
sarna;

Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perurnusan kebijakan Daerah Kabupaten Kabupaten
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi
daerah;

b. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang administrasi pernerintahan, adrninistrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

PasalS

(1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan Daerah Kabupaten, pengoordinasian perurnusan kebijakan Daerah
Kabupaten, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten,
pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahari,
administrasi kewilayahan dan otonorni daerah.

BagiaD Keempat
BagiaD Tata PemeriDtahaD

(4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
a. Bagian Tata Pemerintahan;

b. Bagian Hukum;

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

d. Bagian Kerja Sarna.
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J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yangbenar;

danjataulainh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

Pasa16
(1) Subbagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
pemerintahan berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianAdministrasiPemerintahan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianAdministrasiPemerintahan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
AdministrasiPemerintahan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianAdministrasiPemerintahan; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianAdministrasiPemerintahan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang
administrasi pemerintahan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang
administrasi pemerintahan;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindunganmasyarakat;

e. memfasilitasiForumKomunikasiPimpinanDaerah;
f. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah Kabupatendi bidang administrasi pemerintahan;
g. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

(4) KepalaBagianTata Pemerintahan membawahkan:
a. SubbagianAdministrasiPemerintahan;
b. SubbagianAdministrasiKewilayahan;dan
c. Subbagian OtonomiDaerah.
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Pasa17
(1) Subbagian AdministrasiKewilayahandipimpin oleh seorang KepalaSubbagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kewilayahan
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian AdministrasiKewilayahanmempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianAdministrasiKewilayahan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
AdministrasiKewilayahan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian AdministrasiKewilayahan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian AdministrasiKewilayahan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan,
penggabungandan pemekaran wilayahkecamatan danIatau kelurahan;

c. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan,
serta nama lain danIatau pemindahan ibukota kecamatan;

d. melaksanakan fasilitasi toponimidan pemetaan wilayah;
e. menyiapkan bahan penetapan kodedan data kewilayahan;
f. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan

Bupati kepada Camat;
g. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan;
h. menyusun bahan kebijakan pengelolaandana kelurahan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah

Kabupaten bidang administrasi kewilayahan;
J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/ atau

Iembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
l. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta

upaya tindak lanjut;

l. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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PasalS
(1) Subbagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaanotonomidaerah berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian OtonomiDaerah mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianOtonomiDaerah;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pernbinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
OtonomiDaerah;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian OtonomiDaerah; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianOtonomiDaerah.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagian OtonomiDaerah adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD);
c. menghimpun Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

(ILPPD);
d. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

OrganisasiPerangkatDaerah;
e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan

dan pemberhentian Bupati dan WakilBupati;
f. memfasilitasipengusulan izindan cuti Bupati dan WakilBupati;
g. menyusun bahan LaporanAkhirMasaJabatan (AMJ)KepalaDaerah;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan

PemilihanUmum;

i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian
antar waktu pimpianan dan anggota legislatif;dan

J. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
Kabupaten bidangotonomidaerah;

m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

o. melaporkan pe1aksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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(2) Dalam menyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
BagianHukum mempunyaifungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah

Kabupaten di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
KesejahteraanRakyatyang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas KepalaBagianHukum adalah sebagaiberikut:
a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

Pasa19
(1) BagianHukum dipimpinoleh seorangKepalaBagianyang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah
Kabupaten, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah Kabupaten,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Bagian KeUma
Bagian Hukum

k. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danj atau
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
serta upaya tindak lanjut;

n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal10
(1) Subbagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peraturan perundang-undangan
daerah berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Perundang-undangan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
Perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Perundang-undangan; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Perundang-undangan.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagian Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;
c. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
d. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan

Daerah;
e. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
f. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
g. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk

hukum daerah;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum

daerah;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

a. Subbagian Perundang-undangan;
b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

d.

c.

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi dan informasi;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi dan informasi;dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(4) KepalaBagianHukum membawahkan:

b.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Dokumentasi dan Informasimempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Dokumentasi dan Informasi;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
Dokumentasi dan Informasi;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Dokumentasi dan Informasi; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya;

c. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam
rangka pembentukan kebijakan Daerah Kabupaten;

d. melaksanakan pengelolaanjaringan dokumentasi dan informasi hukum;
e. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;

Pasal12
(1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan
informasi berdasarkan rencana kerja bagian.

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

darr/ataulainmelaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1.

h.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara
sengketa hukum;

melaks~akan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

g.
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Pasa113
(1) 8agian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah Kabupaten, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah Kabupaten di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bagian Kesejahteraan Rakyat

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

dan Zatau1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

f. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum
daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan
informasi produk hukum daerah;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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Pasa114
(1) Subbagian BinaMentalSpiritual dipimpinoleh seorangKepalaSubbagianyang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan bina mental spiritual berdasarkan rencana
kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianBinaMentalSpiritual mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianBinaMentalSpiritual;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianBinaMentalSpiritual;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianBinaMentalSpiritual;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianBinaMentalSpiritual,

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianBinaMentalSpiritual adalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

(3) Uraian tugas KepalaBagianKesejahteraanRakyat sebagaiberikut:
a. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah

Kabupaten di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

b. menyelenggarakanpengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(4) KepalaBagianKesejahteraanRakyat,membawahkan:
a. SubbagianBinaMentalSpiritual;
b. SubbagianKesejahteraanSosial; dan
c. SubbagianKesejahteraanMasyarakat.
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e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

f. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

g. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan
kebijakanDaerah Kabupaten bidang lembagadan kerukunan keagarnaan;

h. menyiapkan dan mengoordinasikanbahan pedoman pembinaan lembaga
keagarnaandan kerukunan umat beragama;

1. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sarna antar
lembagakeagarnaandan kerukunan umat beragama;

J. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembagakeagarnaan;

k. melakukan koordinasi lintas sector dan pertemuari/rapat-rapat
koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sarna
antar lembagakeagarnaan;

1. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan
umat beragamadan aliran serta kerja sarna antar lembagakeagamaan;

m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat
beragarnadan aliran kepercayaan;

n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan
umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama
dan aliran kepercayaan;

o. melakukan koordinasi kerja sarna sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
umat beragamadan aliran kepercayaan;

p. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragarna
dan aliran kepercayaan;

q. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan
Daerah Kabupaten bidang lembagadan kerukunan keagarnaan;

r. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain darr/atau
lembaga/organisasi terkait dalarn lingkup tugasnya;

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
serta upaya tindak lanjut;

u. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

v. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

x. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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PasallS
(1) SubbagianKesejahteraanSosialdipimpinoleh seorangKepalaSubbagianyang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan kesejahteraan sosial berdasarkan rencana
kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianKesejahteraanSosialmempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianKesejahteraanSosial;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianKesejahteraanSosial;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianKesejahteraanSosial; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianKesejahteraanSosial.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Subbagian Kesejahteraan Sosial adalah
sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

d. menyiapkan bahan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang sosial, transmigrasi,
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

e. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

f. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi
kepada masyarakat;

g. menyiapkanbahan kerja sarna dengan daerah penempatan transrnigrasi;
h. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi

perpindahan transmigrasi;
1. melakukan seleksidan pelatihan calon transmigran;
J. melakukan pernberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari

daerah asal ke transito Kabupaten, Provinsidan lokasi transmigrasi;
k. menyiapkan bahan fasilitasi pernberianhibah dan bantuan sosial kepada

badan/lembaga, ormas, kelompokmasyarakat dan individuatau keluarga;
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Pasal16
(1) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai
bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Kesejahteraan Masyarakat; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

darr/ataun. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagaj organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

1. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
hibah dan bantuan sosial kepada badarr/Iembaga, ormas, kelompok
masyarakat dan individu atau keluarga;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala
Bagian Kerja Sarna mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang
kerja sarna dalam negeri, kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja sarna;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perurnusan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang kerja sama dalarn negeri, kerja sarna luar negeri dan
evaluasi kerja sama;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang kerja sarna dalarn negeri, kerja sarna luar negeri dan
evaluasi kerja sarna;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang kerja sarna dalarn negeri, kerja sarna luar
negeri dan evaluasi kerja sarna;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pernbinaan administrasi di bidang kerja
sarna; dan

Bagian Ketujuh
Bagian Kerja Sama

Pasal17
(1) Bagian Kerja Sarna dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Asisten Pernerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
Daerah Kabupaten, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah Kabupaten,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten,
pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten, dan
pelaksanaan pembinaan adrninistrasi di bidang fasilitasi kerja sarna dalarn
negeri, fasilitasi kerja sarna luar negeri dan evaluasi kerja sarna.

d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan
bidang pariwisata;

e. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan
kemasyarakatan lainnya;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan Iatau
lernbaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

i. rnembuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

j. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pirnpinan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

1. rnelaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal18
(1) Subbagian Fasilitasi Kerja Sarna DalarnNegeridan Luar Negeridipirnpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada KepalaBagian, rnernpunyaitugas melaksanakan pengelolaan fasilitasi
kerja sarna dalarn negeridan luar negeriberdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Fasilitasi Kerja Sarna Dalarn Negeridan Luar Negeri rnernpunyai
fungsi:
a. pengurnpulan, pengolahan dan penyediaan data dan inforrnasi sebagai

bahan pertirnbangan perurnusan kebijakan umurn dalam lingkup tugas
Subbagian FasilitasiKerjaSarnaDalarnNegeridan Luar Negeri;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengernbangan serta
pengendalian implernentasi kebijakan umum dalarn lingkup tugas
Subbagian Fasilitasi KerjaSarnaDalarnNegeridan LuarNegeri;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalarn lingkup tugas
Subbagian FasilitasiKerjaSarnaDalarnNegeridan Luar Negeri;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Fasilitasi KerjaSarnaDalamNegeridan LuarNegeri.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Fasilitasi Kerja Sarna DalarnNegeridan Luar
Negeriadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja
sarna dalarnnegeridan luar negeri;

c. rnelaksanakan pengolahan data kerja sarna daerah dalam negeri dan luar
negeri;

d. melaksanakan pengendaliandan perumusan data hasil kerja sarna daerah
dalam negeridan luar negeri;

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
KesejahteraanRakyatyang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas KepalaBagianKerjaSarna sebagaiberikut:
a. rnenyelenggarakanpenyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

kerja sarna dalam negeri,kerja sarna luar negeridan evaluasi kerja sarna;
b. menyelenggarakanpengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

Kabupaten di bidang kerja sarna dalarn negeri, kerja sarna luar negeri dan
evaluasi kerja sarna;

c. menyelenggarakan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang kerja sarna dalarn negeri, kerja sarna luar
negeridan evaluasi kerja sarna; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pirnpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(4) KepalaBagianKerjaSarna, rnernbawahkan:
a. Subbagian FasilitasiKerjaSarna DalarnNegeridan Luar Negeri;dan
b. Subbagian EvaluasiKerjaSarna.
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Pasal19

(1) Subbagian EvaluasiKerjaSarna dipimpinoleh seorang KepalaSubbagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan evaluasi kerja sarna berdasarkan rencana
kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianEvaluasiKerjaSarnamempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalarn lingkup tugas
SubbagianEvaluasiKerjaSarna;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianEvaluasiKerjaSarna;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalarn lingkup tugas
SubbagianEvaluasiKerjaSarna; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianEvaluasiKerjaSarna.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianEvaluasiKerjaSarna adalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
pemantauan dan evaluasi kerja sarna luar negeridan dalarn negeri;

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

dan Zataui. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

e. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah
Kabupaten;

f. melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sarna daerah dalam negeri
dan luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten
di lingkunganPemerintahDaerah Kabupaten/Kota;

g. melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sarna daerah
dalam negeridan luar negeri;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Asisten
Ekonomidan Pembangunanmempunyaifungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

perekonomian,administrasi pembangunan, dan sumber daya alamo
b.. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten

di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang
dan jasa dan sumber daya alamo

c. penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang pengadaan barang
danjasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten
di bidangpengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian,administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan

Pasa120
(1) Asisten Ekonomidan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten,
penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya
alamo

Bagian Kedelapan
Aslaten Ekonomi dan Pembangunan

c. melaksanakan monitoringdan evaluasi kerja sarna daerah dalarndan luar
negeri;

d. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sarna daerah
dalarndan luar negeri;

e. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danj atau
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

g. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

J. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa121
(1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan
Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian
perumusan kebijakan Daerah Kabupaten, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah Kabupaten, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah Kabupaten di bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kesembilan
Bagian Administrasi Pembangunan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah
perekonomian, administrasi pernbangunan, pengadaan barang dan jasa
dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang perekonomian, administrasi pernbangunan, dan
sumber daya alam;

b. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;

c. menyelenggarakan penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang
pengadaan barang dan jasa;

d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan
sumber daya alam; dan

f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:

a. Bagian Administrasi Pembangunan;

b. Bagian Perekonomian;

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

d. Bagian Sumber Daya Alam.
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Pasa122
(1) Subbagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian pengelolaan penyusunan program
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala
Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai
bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Penyusunan Program;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Penyusunan Program;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Penyusunan Program; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pe1aporan capaian kinerja
Subbagian Penyusunan Program.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Penyusunan Progam adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai
berikut:

a. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

b. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan; dan

d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan:

a. Subbagian Penyusunan Program;

b. Subbagian Pengendalian Program; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
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Pasa123
(1) Subbagian Pengendalian Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasin pengelolaan
pengendalian programberdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian PengendalianProgrammempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian PengendalianProgram;

n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

darr/ataulain1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

m. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan
penyusunan programpembangunan Daerah Kabupaten;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan bahan
kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan Daerah
Kabupaten;

d. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan programpembangunan Daerah Kabupaten;

e. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan
sinergitas program pembangunan Daerah Kabupaten;

f. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan
programpembangunan Daerah Kabupaten;

g. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka
mengembangkanakses pembangunan Daerah Kabupaten;

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain
dalam rangka kelancaran programpembangunan Daerah Kabupaten;

1. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan
Daerah Kabupaten;

J. melaksanakan penyusunan standar satuan harga serta sistem dan
prosedur pengelolaankeuangan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

m. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

n. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danj'ataulainmelaksanakan koordinasi dengan unit kerja
Iembaga/organisasiterkait dalam lingkuptugasnya;

k. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

J.

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
PengendalianProgram;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dalam lingkuptugas SubbagianPengendalianProgram;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianPengendalianProgram.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianPengendalianProgramadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja SekretariatDaerah;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana
kegiatanpengendalianprogrampembangunan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan bahan
kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program
pembangunan DaerahKabupaten;

d. rnenyusun pedornan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pembangunan dalam rangka pengendalianprogrampembangunan daerah;

e. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program
pembangunan baik olehpemerintahmaupun swasta;

f. melaksanakan penyusunan analisis standar belanja;
g. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga

pemerintahmaupun swasta;
h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian

pelaksanaan programpembangunan;
1. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
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1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

m. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yangbenar;

danjataulainmelaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

k. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

j.

Pasal24
(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian,
mempunyai tugas me1aksanakan pengkoordinasian pengelolaan evaluasi dan
pelaporan berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Evaluasidan Pelaporanmempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Evaluasidan Pelaporan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianEvaluasi dan Pelaporan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Evaluasidan Pelaporan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianEvaluasidan Pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana
monitoringdan pelaporan programpembangunan Daerah Kabupaten;

c. menyiapkanbahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan monitoring
dan pelaporan pelaksanaan programpembangunan DaerahKabupaten;

d. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Daerah
Kabupaten;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan
monitoringdan evaluasi programpembangunan Daerah Kabupaten;

f. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan
monitoringdan evaluasi programpembangunan Daerah Kabupaten;

g. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program
pembangunan Daerah kabupaten;

h. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan
kebijakan programpembangunan Daerah Kabupaten;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pe1aporancapaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
BagianPerekonomianmempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah

Kabupaten di bidang pembinaan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)dan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),pengendalian dan distribusi
perekonomian,dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikrokecil;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang pembinaan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)dan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomimikro kecil;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)dan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas KepalaBagian Perekonomianadalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah

Kabupaten di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dan Badan Layanan Umurn Daerah (BLUD),pengendalian dan distribusi
perekonomian,dan perencanaan dan pengawasan ekonomimikro kecil;

b. menyelenggarakanpengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil;

Pasa125
(1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomidan Pembangunan,
mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah Kabupaten, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi
perekonomian,dan perencanaan dan pengawasan ekonomimikro keeil.

Bagian Kesepuluh
Bagian Perekonomian

n. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai
bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD);

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Badan Usaha Milik Oaerah (BUMD) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD);

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMO) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUO);dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD).

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMO)dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUO)adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);

c. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

Pasa126
(1) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUO)dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan pembinaan BUMD dan BLUO berdasarkan
rencana kerja bagian.

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Oaerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
dan

d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala Bagian Perekonomian, membawahkan:

a. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMO)dan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD);

b. Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
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Pasa127
(1) Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
KepalaBagian,mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanpengendalian dan
distribusi perekonomianberdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Pengendaliandan Distribusi Perekonomianmempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Pengendaliandan Distribusi Perekonomian;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Pengendaliandan Distribusi Perekonomian;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Pengendaliandan Distribusi Perekonomian;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pengendaliandan Distribusi Perekonomian.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pengendalian dan
distribusi perekonomian;

c. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan
distribusi perekonomian;

d. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha
MilikDaerah (BUMD)dan Badan LayananUmumDaerah (BLUD);

e. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha MilikDaerah (BVMD)
dan Badan Layanan UmumDaerah (BLVD);

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danIatau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

h. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

j. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

k. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa128
(1) Subbagian Pereneanaan dan Pengawasan EkonomiMikroKecildipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pereneanaan dan pengawasan ekonomimikro keeil berdasarkan reneana kerja
bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Pereneanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Keeil mempunyai
fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Pereneanaan dan PengawasanEkonomiMikroKecil;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Pereneanaan dan PengawasanEkonomiMikroKecil;

e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Pereneanaan dan PengawasanEkonomiMikroKecil;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan eapaian kinerja
Subbagian Pereneanaan dan PengawasanEkonomiMikroKeeil.

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan pengendaliandan distribusi perekonomian;

e. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedomanumum
kegiatan pengendaliandan distribusi perekonomian;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
pengendaliandan distribusi perekonomian;

g. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomian;

h. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan eapaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danj atau
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas seeara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa129
(1) BagianPengadaanBarang dan Jasa dipimpinoleh seorangKepalaBagianyang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan
Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan Daerah Kabupaten, pengoordinasianperumusan kebijakan Daerah
Kabupaten, pengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaanlayanan pengadaan seeara elektronik,pembinaan
dan advokasipengelolaanpengadaan barang dan jasa.

Bagian Kesebelas
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yangbenar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas seeara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

danJataulaini.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagian Pereneanaan dan PengawasanEkonomiMikro
Keeiladalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan
pengawasanekonomimikrokecil;

e. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pereneanaan dan
pengawasanekonomimikrokecil;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatanpereneanaan dan pengawasanekonomimikrokecil;

e. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedomanumum
kegiatanpereneanaan dan pengawasanekonomimikrokecil;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
pereneanaan dan pengawasanekonomimikrokecil;

g. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pereneanaan dan pengawasan
ekonomimikrokecil;

h. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pe1aporaneapaian kinerja sesuai
dengan bidangtugasnya;
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(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
8agian Pengadaan8arang dan Jasa mempunyaifungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

pengelolaanpengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengelolaan pengadaan
barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
Kabupatendi bidangpengelolaanpengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengelolaanpengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidangpengelolaanpengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengelolaanpengadaan barang dan jasa;

d. penyiapanbahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
Kabupaten terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengelolaanpengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan
Pembangunanyangberkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala 8agian Layanan Pengadaan 8arang dan Jasa adalah
sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

pengelolaanpengadaan barang dan jasa, pengelolaanlayanan pengadaan
secara elektronik,pembinaan dan advokasipengelolaanpengadaan barang
dan jasa;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
Kabupatendi bidang pengelolaanpengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengelolaanpengadaan barang dan jasa;

c. menyiapkanbahan pengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupatendi bidang pengelolaanpengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengelolaanpengadaan barang dan jasa;

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasipengelolaanpengadaan barang dan jasa; dan

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala8agian LayananPengadaan8arang dan Jasa, membawahkan:
a. SubbagianPengelolaan8arang dan Jasa;
b. SubbagianPengelolaanLayananPengadaanSecara Elektronik;dan
c. Subbagian Pembinaan dan AdvokasiPengelolaanPengadaan 8arang dan

Jasa.
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m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

danjatauk. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

Pasa130
(1) Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang dan jasa
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianPengelolaanBarangdan Jasa mempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianPengelolaanBarangdan Jasa;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianPengelolaanBarangdan Jasa;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianPengelolaanBarangdan Jasa; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianPengelolaanBarangdan Jasa.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian PengelolaanBarang dan Jasa adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan inventarisasipaket pengadaan barangjjasa;
c. melaksanakan riset dan analisis pasar barangjjasa;
d. menyusun strategi pengadaan barangjjasa;
e. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen

pendukung lainnya dan informasiyangdibutuhkan;
f. melaksanakan pemilihanpenyediabarangjjasa;
g. menyusun dan mengelolakatalogelektroniklokaljsektoral;
h. membantu perencanaan dan pengelolaankontrak pengadaan barangjjasa

pemerintah;
1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan

barangjjasa pemerintah;
j. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
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Pasa131
(1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronikberdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai
fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianPengelolaanLayananPengadaan Secara Elektronik;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
PengelolaanLayananPengadaan Secara Elektronik;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dalam lingkup tugas Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian PengelolaanLayananPengadaan Secara Elektronik.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronikadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan
barangjjasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara
elektronik)dan infrastrukturnya;

c. melaksanakan pelayanan pengadaan barangjjasa pemerintah secara
elektronik;

d. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasipengadaan barangj jasa;

e. melaksanakan identifikasikebutuhan pengembangansistem informasi;
f. melaksanakan pengembangansistem informasiyang dibutuhkan olehUnit

KerjaPengadaanBarang dan Jasa (UKPBJ);
g. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barangjjasa pemerintah

kepada masyarakat luas;
h. mengelolainformasikontrak;
1. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
j. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/ atau

Iembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa133
(1) Bagian Suber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah Kabupaten, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah Kabupaten, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

Bagian Keduabelas
Bagian Sumber Daya Alam

f. melaksanakan analisis beban kerja Unit KerjaPengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ);

g. mengelolapersonil Unit KerjaPengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
h. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
1. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara

elektronik;
J. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan

barangj jasa pemerintah;
k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, danj atau konsultasi

proses pengadaan barangj jasa pemerintah di lingkungan pemerintah
provinsi, kabupatenjkota, dan desa;

1. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, danj atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barangj jasa pemerintah,
antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),e-katalog, e-monev, Sistem Informasi
Kinerja Penyedia (SIKaP);

m. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danj atau

lembagaj organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta

upaya tindak lanjut;
q. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;
r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya;dan
u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal34
(1) Subbagian Sumber Daya AlamPertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
8agian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan sumber daya alam energi dan air;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan sumber daya alam energi dan air;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan sumber daya alam energi dan air; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan sumber daya alam energi dan air;

b. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan
sumber daya alam energi dan air;

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan sumber daya alam energi dan air;dan

d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala 8agian Sumber Daya Alam, membawahkan:

a. Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan;dan

b. Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi
dan Air.
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m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepadaPimpinan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagaJorganisasiterkait dalam lingkuptugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahanuntuk memperolehkonsep surat yangbenar;

lain darr/ataui.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,
Kelautandan Perikananadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja SekretariatDaerah;

b. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

c. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan;

e. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedomanumum
kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
sumber daya alarnpertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

g. memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan;

h. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
denganbidang tugasnya;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianSumberDayaAlamPertanian, Kehutanan, Kelautandan Perikanan
mempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan.
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Pasal35
(1) Subbagian Sumber Daya AlamPertarnbangan, Lingkungan Hidup, Energi dan

Air dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Subbagian Sumber DayaAlamPertambangan, LingkunganHidup,
Energidan Airberdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Subbagian Sumber Daya AlamPertambangan, Lingkungan Hidup,
Energidan Airmempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
Subbagian Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Lingkungan
Hidup, Energi dan Air;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
Subbagian Sumber Daya AlamPertambangan, Lingkungan Hidup, Energi
dan Air;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dalam lingkup tugas Subbagian Subbagian Sumber Daya Alam
Pertambangan, LingkunganHidup, Energi dan Air;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Lingkungan
Hidup, Energidan Air.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagian Subbagian Sumber Daya AlamPertambangan,
LingkunganHidup, Energidan Airadalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan dan data serta analisa Subbagian Sumber Daya Alam
Pertarnbangan, LingkunganHidup, Energi dan Air;

c. menyusun bahan perumusan kebijakan Subbagian Sumber Daya Alam
Pertambangan, LingkunganHidup, Energi dan Air;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Lingkungan
Hidup, Energi dan Air;

e. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
kegiatan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Subbagian
Sumber DayaAlamPertambangan, LingkunganHidup, Energidan Air;

g. memfasilitasi dan pembinaan Subbagian Sumber Oaya Alam
Pertambangan, LingkunganHidup, Energidan Air;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa136
(1) Asisten Administrasi Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang
umum, organisasi, protokoldan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan.

(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Asisten
AdministrasiUmummempunyaifungsi:
a. penyusunan kebijakan Daerah Kabupatendi bidang organisasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi

pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten

di bidang organisasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten
di bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Apartur Sipil
Negara(ASN)pada instansi daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

(3) Uraian tugas AsistenAdministrasiUmumsebagaiberikut:
a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

organisasi;
b. menyelenggarakanpelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan

komunikasipimpinan, dan perencanaan dan keuangan;

Bagian Ketigabelas
AsisteD Administrasi Umum

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danjatau1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
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Pasal37
(1) Bagian Umumdipimpinoleh seorang KepalaBagianyang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha Pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
BagianUmummempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha Pimpinan,

staf ahli dan kepegawaian,perlengkapandan rumah tangga;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata

usaha Pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga; dan

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan olehAsistenAdministrasiUmum
yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas KepalaBagianUmumsebagaiberikut:
a. menyelenggarakanpelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha Pimpinan,

staf ahli dan kepegawaian,perlengkapan dan rumah tangga;
b. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

di bidang tata usaha Pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga;

c. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit kerja lain dalam lingkupUmum;

Baglan Keempatbelas
Bagian Umum

c. menyelenggarakanpengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidangorganisasi;

d. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;

e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidangorganisasi;

f. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan
Aparatur SipilNegara(ASN)pada instansi daerah;

g. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit kerja lain dalam lingkupSekretariat Daerah; dan

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) AsistenAdministrasiUmum,membawahkan:
a. BagianUmum;
b. BagianOrganisasi;
c. Bagian Protokoldan KomunikasiPimpinan;dan
d. BagianPerencanaan dan Keuangan.
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Pasa138
(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahlidan Kepegawaiandipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaianberdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaianmempunyai
fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi,
pembinaan teknis dalam lingkup tugas Subbagian Tata Usaha Pimpinan,
StafAhlidan Kepegawaian;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan
kapasitas pelayanan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianTata Usaha Pimpinan, StafAhlidan Kepegawaian;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianTata Usaha Pimpinan, StafAhlidan Kepegawaian.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaiansebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja SekretariatDaerah;

b. me1aksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaianSekretaris Daerah,
AsistenSekretarisDaerah, StafAhli,dan rapat-rapat;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum,
persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
StafAhli,dan rapat-rapat;

d. melaksanakan fasilitasi pengembangankapasitas pegawaiAparatur Sipil
Negara(ASN)di lingkunganSekretariat Daerah;

e. melaksanakan pengelolaankearsipan;
f. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/ atau

lembagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan

serta upaya tindak lanjut;

d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala Bagian Umum, membawahkan:

a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

b. Subbagian Perlengkapan; dan

c. Subbagian Rumah Tangga.
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danfatauh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lemhagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

Pasal39
(1) SubbagianPerlengkapandipimpinoleh seorangKepalaSubbagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan berdasarkan rencana kerja
bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianPerlengkapanmempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perencanaan, perumusan kebijakan pengamanan,
pengadaan, pemeliharaan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup
perlengkapan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan
kapasitas tugas-tugas perlengkapan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianPerlengkapan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianPerlengkapan.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianPerlengkapanadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja SekretariatDaerah;

b. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan
prasarana serta menjagakebersihan kantor di lingkupSekretariat Daerah;

c. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil
Bupati serta Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan
pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan WakilBupati serta Sekretariat
Daerah serta kendaraan dinas operasionaldan sewakendaraan;

e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan
dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan WakilBupati serta Rurnah
Dinas SekretarisDaerah;

f. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatanBupati dan WakilBupati serta SekretariatDaerah;

g. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

j. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

k. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianRumahTanggamempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi
pelayanan rumah tangga;

b. penyiapanbahan dan pelaksanaan pelayanan rumah tangga;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas

SubbagianRumahTangga;dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

SubbagianRumahTangga.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianRumahTanggasebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta SekretariatDaerah;

c. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman
untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan
rapat-rapat;

d. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidangtugasnya;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain darr/atau
lembagaj'organisasiterkait dalam lingkuptugasnya;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
serta upaya tindak lanjut;

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

Pasal40
(1) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBagian, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan rumah tangga berdasarkan
rencana kerja bagian.

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

1. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
BagianOrganisasimempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana,
pendayagunaan aparatur daerah dan reformasibirokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
Kabupaten di bidang kelembagaandan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana, pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi
birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah
Kabupaten di bidang kelembagaandan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana, pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi
birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana, pendayagunaan aparatur daerah dan
reformasibirokrasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yangberkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas KepalaBagianOrganisasiadalah sebagaiberikut:
a. menyelenggarakankoordinasi penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten

di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana, pendayagunaan aparatur daerah dan reformasibirokrasi;

b. menyelenggarakanpemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah Kabupaten
bidang di bidang kelembagaandan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana, pendayagunaan aparatur daerah dan reformasibirokrasi;

Pasa141

(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada AsistenAdministrasiUmum,mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah Kabupaten,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah Kabupaten, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah Kabupaten di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana, pendayagunaan aparatur daerah dan
reformasibirokrasi.

Bagian Kelimabelas
Bagian Organisasi

h. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

1. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

J. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa142
(1) Subbagian Kelembagaandan Analisis Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan
analisis jabatan organisasi perangkat daerah berdasarkan rencana kerja
bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianKelembagaandan AnalisisJabatan mempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianKelembagaandan AnalisisJabatan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
Ke1embagaandan AnalisisJabatan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianKelembagaandan AnalisisJabatan; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianKelembagaandan AnalisisJabatan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Kelembagaandan Analisis Jabatan adalah
sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja SekretariatDaerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK);

c. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan
organisasiPerangkatDaerah;

d. menyusun bahan evaluasikelembagaanPerangkatDaerahKabupatendan
unit pe1aksanateknis daerah;

e. menyusun Standar KompetensiJabatan (SKJ);
f. menyusun analisisjabatan, analisis beban kerja, dan evaluasijabatan;
g. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi

PerangkatDaerahKabupaten;
h. menyusun profilkelembagaanPerangkatDaerahKabupaten;
1. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

denganbidang tugasnya;

c. menyelenggarakanpengoordinasian pelaksanaan tugas PerangkatDaerah
Kabupatendi bidang kelembagaandan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana, pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi
birokrasi;dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidangtugasnya.

(4) KepalaBagianOrganisasimembawahkan:
a. SubbagianKelembagaandan AnalisisJabatan;
b. SubbagianPelayananPublikdan Tata Laksana;dan
c. SubbagianPendayagunaanAparaturDaerahdan ReformasiBirokrasi.
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Pasa143
(1) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan publik dan
tata laksana organisasi perangkat daerah berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian PelayananPublikdan Tata Laksanamempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan dalam lingkup tugas
Subbagian Pelayanan Publikdan Tata Laksana;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
PelayananPublikdan Tata Laksana;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianPelayanan Publikdan Tata Laksana; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pelayanan Publikdan Tata Laksana.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan tata Laksana adalah
sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode
kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;

c. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang
ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerjaj organisasi
PerangkatDaerah di lingkunganPemerintahDaerah Kabupaten;

d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan
Publik;

e. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP)yang
disusun olehmasing-masingPerangkat Daerah Kabupaten;

f. menyiapkanbahan monitoringdan evaluasi pelayanan publik;

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danjatau
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
serta upaya tindak lanjut;

1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

m. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

n. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianPendayagunaanAparatur Daerah dan ReformasiBirokrasi;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianPendayagunaanAparatur Daerah dan ReformasiBirokrasi;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian PendayagunaanAparatur Daerah dan ReformasiBirokrasi;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian PendayagunaanAparatur Daerah dan ReformasiBirokrasi.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan
ReformasiBirokrasiadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan budaya
kerja dan budaya organisasi;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta koordinasi dalam
peningkatan pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Pasa144
(1) Subbagian PendayagunaanAparatur Daerah dan ReformasiBirokrasi dipimpin

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi organisasi perangkat
daerah berdasarkan rencana kerja bagian.

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danj atau1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembaga/organisaai terkait dalam lingkup tugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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Baglan Keenambelas
Baglan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasa145
(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin seorang Kepala Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten di bidang
protokol,komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.

(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
BagianProtokoldan KomunikasiPimpinanmempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi

pimpinan, dan dokumentasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

Kabupaten di bidang protokol,komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah Kabupaten terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi;

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

1. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danjatauh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

d. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Pendayagunaan Aparatur
Daerah dan ReformasiBirokrasi;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
peningkatan pendayagunaan aparatur daerah dan reformasibirokrasi;

f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kebijakan peningkatan
pendayagunaan aparatur daerah dan penyempurnaan birokrasi
PemerintahDaerah Kabupaten;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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danjatauh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

Pasa146
(1) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaankeprotokolanberdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Kepala
Subbagian Protokolmempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi,
pembinaan teknis keprotokolan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan
kapasitas tugas-tugas keprotokolan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Protokol;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Protokol.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianProtokol,sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu
PemerintahDaerah Kabupaten;

c. menyiapkanbahan koordinasidan/ atau fasilitasikeprotokolan;
d. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil

Bupati;
e. menginformasikanjadwaldan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten;
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasikegiatan Bupati dan WakilBupati;
g. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sebagai
berikut:
a. menyelenggarakanpelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi

pimpinan, dan dokumentasi;
b. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

di bidang protokol,komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

(4) KepalaBagianProtokoldan KomunikasiPimpinan, membawahkan:
a. Subbagian Protokol;
b. Subbagian KomunikasiPimpinan;dan
c. Subbagian DokumentasiPimpinan.
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danjataumelaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

J.

Pasa147
(1) Subbagian Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi pimpinan
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat I}, Kepala
SubbagianKomunikasiPimpinanmempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, penyediaan data dan informasi sebagai bahan

pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi, pembinaan teknis
SubbagianKomunikasiPimpinan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan
kapasitas tugas-tugas SubbagianKomunikasiPimpinan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianKomunikasiPimpinan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianKomunikasiPimpinan.

(3) Uraiantugas KepalaSubbagianKomunikasiPimpinan,sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menjalinhubungan dengan berbagaipihak terkait pelaksanaan fungsijuru
bicara PimpinanDaerahKabupaten;

c. memberi masukan kepada Pimpinan Daerah Kabupaten tentang
penyampaianinformasitertentu;

d. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai
dengan kebutuhan danj atau atas arahan Pimpinan;

e. menghimpundan mengolahinformasiyang bersifat penting dan mendesak
sesuai kebutuhan Bupati dan WakilBupati;

f. menyiapkandan menggandakanbahan materi rapat;
g. menyiapkandan menggandakanbahan materi kebijakan;
h. menyusun naskah sambutan dan pidatoBupati danWakilBupati;
i. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yangbenar;

1. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

danjatauf. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

g. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

Pasa148

(1) Subbagian Dokumentasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
sebagaiunsur stafyang berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi pimpinan
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianDokumentasiPimpinanmempunyaitugas:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data informasi sebagai bahan

pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi, pembinaan teknis
dan analisis pelaksanaan kebijakan umum dalam lingkup tugas
SubbagianDokumentasiPimpinan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
DokumentasiPimpinan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianDokumentasiPimpinan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianDokumentasiPimpinan.

(3) Uraian tugas SubbagianDokumentasi Pimpinanadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. mendokumentasikan kegiatanBupati dan WakilBupati;
c. menyusun notulensi rapat Bupati dan WakilBupati;
d. memfasilitasipeliputan media terhadap kegiatan Bupati dan WakilBupati;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

k. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

m. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yangbenar;

n. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal49
(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpinoleh seorang KepalaBagianyang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten AdministrasiUmum,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah Kabupaten, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah Kabupaten, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah Kabupaten di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
BagianPerencanaan dan Keuanganmempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah

Kabupatendi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

Kabupaten di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah

Kabupaten di bidangperencanaan, keuangan dan pelaporan;
b. menyiapkan bahan pengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah

Kabupatendi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah Kabupaten terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakandi bidangperencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(4) KepalaBagian Perencanaan dan Keuangan,membawahkan:
a. SubbagianPerencanaan;
b. SubbagianKeuangan;dan
c. SubbagianPelaporan.

Bagian Ketujuhbelas
Bagian Perencanaan dan Keuangan

i. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

j. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

i. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

j. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danjataumelaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagaj organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

f.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala
Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai
bah an pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi,
pembinaan teknis Subbagian Perencanaan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, serta pengembangan
kapasitas tugas-tugas Subbagian Perencanaan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
Subbagian Subbagian Perencanaan; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Subbagian Perencanaan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan adalah sebagaian berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang
meliputi penyusunan Rencana Strategis [Renstra), Rencana Kinerja (Renja)
tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);

c. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi dan verifikasi
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Dokumen Pe1aksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Perangkat Daerah;

d. menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

PasalSO
(1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perencanaan Sekretariat Daerah berdasarkan
rencana kerja bagian.
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j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

1. melaporkanpelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai denganbidang tugasnya.

danjataulainh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasiterkait dalam lingkuptugasnya;

i. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

PasalS1
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaankeuangan Sekretariat Daerah berdasarkan rencana
kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianKeuanganmempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi,
pembinaan teknis dan analisis pelaksanaan kebijakan umum dalam
lingkuptugas SubbagianKeuangan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
Keuangan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianKeuangan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianKeuangan.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianKeuanganadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja SekretariatDaerah;

b. melaksanakan penatausahaan keuangan SekretariatDaerah;
c. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat

Daerah;
d. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran

di lingkunganSekretariatDaerah;
e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan

SekretariatDaerah;
f. melaksanakan SistemPengendalianIntern Pemerintah(SPIP);
g. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

denganbidang tugasnya;
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1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

J. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yangbenar;

k. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.

danjataug. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

h. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

Pasal52
(1) Subbagian Pe1aporandipimpin oleh seorang KepalaSubbagianAkuntansi dan

Pelaporanyang berada dibawahdan bertanggungjawab kepada KepalaBagian,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelaporan sekretariat daerah
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianPelaporanmempunyaifungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai

bahan pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi,
pembinaan teknis dan analisis pelaksanaan kebijakan dalam lingkup
tugas SubbagianPelaporan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas Subbagian
Pelaporan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas
SubbagianPelaporan;dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
SubbagianPelaporan.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianPelaporanadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah SekretariatDaerah;
c. menyusun bahan evaluasi rencana kerja SekretariatDaerah;
d. menyusun bahan laporan SistemPengendalianIntern Pemerintah (SPIP);
e. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
f. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

58



Pasa155
(1) Hal-halyangmenjadi tugas Sekretariat Daerah merupakan satu kesatuan yang

satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
(2) Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah,

kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Asisten dan kelompokjabatan
fungsionalmenurut bidang tugasnya.

(3) Sekretaris Daerah baik secara teknis operasional maupun teknis administratif
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan
instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi.

(5) Setiap PimpinanUnit Kerjadi lingkungan Sekretariat Daerah wajibmemimpin,
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian
kepada bawahan.

Baglan Kesatu
Umum

BAB III

TATAKERJA

Pasal54
(1) Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk diantara
tenaga fungsionalyang ada di lingkunganSekretariat Daerah.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

(4) Jenjang dan jenis jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dan
ayat (3),diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal53
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan Sekretariat Daerah secara profesionalberdasarkan disiplin ilmu dan
keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
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Pasal59
Pembiayaan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Be1anjaDaerah KabupatenGarut.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal58
(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BABIV
KEPEGAWAIAN

Pasal57
(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mewakiliSekretaris Daerah

apabila Sekretaris Daerah berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
(2) Dalam hal Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berhalangan,

Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah seorangAsisten lainnya berdasarkan
senioritas dan kepangkatannya.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal56
(1) Sekretaris Daerah wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya

secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati.
(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkunganSekretariat Daerah mengikuti

dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawabkepada Pimpinannya
masing-masingserta menyampaikanlaporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib
diolah dan dipergunakan sebagaibahan pertimbangan lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
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DENISUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATENGARUT
TAHUN 2019 NOMOR 142

Diundangkan d.i Garut
pada tangga131 - 12 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENGARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

Ditetapkan d.i Garut
pactatanggal31 - 12 - 2019
B U PAT I GAR U T,

ttd

Pasa161
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenGarut.

Pasa160
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor
45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor70 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (BeritaDaerah
KabupatenGarut Tahun 2018 Nomor70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI

KETENTUANPENUTUP
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